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RINGKASAN 
 

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola 

interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan 

daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti 

praktik love scamming, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan 

memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan 

kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik love scamming 

dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di 

Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan 

hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming dalam aplikasi kencan daring 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak 

memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-

materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital 

masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus love 

scamming di ruang digital.     

Kata Kunci : Modus Operandi, Penegakan Hukum, Love Scamming  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Masyarakat sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang 

ada atau kemajuan teknologi yang akan datang. Berkaitan dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi terdapat pula pengaruh besar dalam perilaku hukum dalam 

masyarakat. Dalam hal memajukan kehidupan masyarakat modern, teknologi 

merupakan kunci sukses dan pembangunan dalam pembangunan. Kemajuan 

keberhasilan pada perkembangan teknologi yaitu dengan terciptanya media sosial 

(Oriola, 2018). 

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang 

memungkinkan penggunanya untuk membangun interaksi melalui pembuatan, 

pertukaran, dan penyebaran konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, audio, 

maupun video. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

komunikasi, tetapi juga sebagai ruang partisipatif yang mendorong terbentuknya 

jejaring sosial secara global. Seiring perkembangannya, media sosial semakin beragam 

bentuk dan fiturnya, sehingga menarik perhatian dan menjadi bagian penting dari 

kehidupan masyarakat modern.  

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin 

banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, 

karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung 

jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan 

seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut hacking, pencurian data 

anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai 

deception yang ditujukan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. 

Teknologi saat ini seperti pedang tajam. Mengapa demikian? Karena teknologi 

informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi 

pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga 

digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan 

hukum.  

Meskipun sudah dilahirkan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan 

dunia maya. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku 

masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. Media sosial juga dapat 
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mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak 

hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan banyak orang dari berbagai belahan 

dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, 

saudara, keluarga, dan rekan kerja (Sekaring Ayumeida, 2021).  

Salah  satu  dampak  signifikan  dari  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat 

adalah  tindak  pidana  penipuuan love  scam sangat  erat  hubungannya  dengan  media 

sosial   internet   yang   di   mana   media   sosial   ini   menjadi   salah   satu   sarana   

dalam menjalankan kejahatan love scam. Kejadian ini berawal dapat terjadi karena 

memamerkan foto profil,   status pendidikan,   status   pekerjaan,   kemewahan   di   

laman   sosial   yang membuat  para  pelaku  pun  mempunyai  peluang  untuk  

melakukan  aksinya.  Kemajuan teknologi   membuat   mencari   jodoh   lewat   internet   

adalah   suatu trend yang   sangat diminati   oleh   masyarakat   saat   ini   khususnya   

mahasiswa.   Mencari   pasangan   dari internet merupakan hal yang dinilai mudah 

karena tanpa bertemu sudah dapat menjalin hubungan lewat percakapan online. Banyak 

Masyarakat Indonesia, memilih menggunakan Aplikasi Kencan, karena dinilai lebih 

mudah untuk menemukan pasangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan 

masalah penulisan sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

penipuan berbasis hubungan asmara (love scamming) yang dilakukan 

melalui platform kencan daring? 

2. Bagaimanakah bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia 

bagi korban tindak pidana love scamming? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah; 

 
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk serta modus operandi tindak 

pidana penipuan (love scamming) yang dilakukan melalui aplikasi 

kencan daring.  

2 Untuk menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku love scamming 

dalam prespektif hukum pidana Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum cyber.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan modus 

operandi kejahatan love scamming sehingga dapat meningkatkan efektivitas 

proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap 

potensi penipuan di ruang digital, serta memberikan pemahaman mengenai 

langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 

Teori hukum yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori Kewenangan  

Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap pengambilan keputusan, termasuk 

dalam hal penerapan teknologi pembelajaran, harus didasari oleh otoritas yang sah, baik 

secara struktural maupun normatif. Dalam konteks pendidikan inklusi, kewenangan ini 

berada pada lembaga pendidikan, pemerintah, serta tenaga pendidik yang memiliki 

kapasitas untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Teori kewenangan dapat 

digunakan untuk menilai sejauh mana aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan 

kejaksaan, menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-

undang, serta untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau kekosongan 

kewenangan dalam menangani kejahatan siber lintas batas. 

2.   Teori Tanggung Jawab 

Teori tanggung jawab menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses 

pendidikan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun tenaga pendidik, memiliki 

kewajiban moral dan profesional untuk menjamin terciptanya pembelajaran yang adil, 

inklusif, dan efektif. Dalam konteks penerapan teknologi pembelajaran pada pendidikan 

inklusi di era digital, tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan akses, fasilitas, 

pelatihan, serta pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik berkebutuhan khusus. 

 2.2  Penelitian Terdahulu  

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Variabel atau 

Instrumen 

Hasil Penelitian 

1 Sultan, M ; 

Nurshanty, 

R; 

Kursiswati, 

S, 2022 

Normatif Love Scamming, 

Hukum Pidana 

Love scamming 

dikategorikan sebagai 

tindak pidana 

penipuan yang diatur 

dalam Pasal 378 

KUHP. Unsur 

penipuan terpenuhi 
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karena pelaku 

menggunakan tipu 

muslihat untuk 

memperoleh 

keuntungan finansial 

dari korban. Selain 

KUHP, Undang-

Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang 

ITE juga dapat 

diterapkan karena 

tindakannya 

dilakukan melalui 

sarana elektronik. 

2 Mulyani, 

M (2023) 

Normatif Love  Scamming, 

Perlindungan 

Hukum, Gender 

Menganalisis love 

scamming sebagai 

bentuk kekerasan 

berbasis gender 

daring dan meninjau 

perlindungan hukum 

bagi korban dalam 

sistem hukum 

Indonesia. Praktik 

love scamming sering 

kali menimpa 

perempuan dan 

merupakan bentuk 

eksploitasi emosional 

dan ekonomi. Belum 

ada regulasi khusus 

yang mengatur 

perlindungan korban 

kejahatan berbasis 

relasi emosional di 
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ruang digital. 

Diperlukan 

harmonisasi antara 

KUHP, UU ITE, dan 

RUU Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

(TPKS) agar 

perlindungan korban 

lebih optimal. 

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023) 

 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 
Kerangka konsep penelitian ini berfokus untuk mengetahui 

bagaimana aspek yuridis dari tindak pidana love scamming yang terjadi 

melalui aplikasi kencan daring, serta meninjau penerapan hukum pidana 

Indonesia terhadap kejahatan tersebut dalam konteks perkembangan 

teknologi informasi. 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang 

menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan 

perundang-undangan (Wiraguna 2024). Fokus kajiannya terletak pada analisis 

terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu 

pendekatan yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif 

yang berlaku, seperti KUHP, Undang-Undang ITE, serta prinsip-prinsip hukum 

yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aspek yuridis 

dari tindak pidana love scamming yang terjadi melalui aplikasi kencan daring, serta 

meninjau penerapan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan tersebut dalam 

konteks perkembangan teknologi informasi. 

Dengan kombinasi jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan analisis yang sistematis, mendalam, dan komprehensif 

terhadap kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif politik hukum dan 

krisis keamanan.   

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai 

berikut (Jailani 2023):  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer 

meliputi Di antaranya adalah: 

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) dan perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016); 
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE); 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku 

literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, 

serta pendapat para ahli yang berkaitan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga 

mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan 

topik penelitian, serta doktrin-doktrin hukum yang memberikan penjelasan dan 

interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek 

kajian. 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

pemaparan yang jelas dan terstruktur mengenai subjek dan objek penelitian 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Peneliti berusaha menguraikan 

secara rinci mengenai  bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Love 

Scamming sebagai Bentuk Penipuan di Dating Apps. Hasil analisis deskriptif 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan 

mendalam mengenai isu yang diteliti, serta menjadi dasar untuk memberikan 

rekomendasi perbaikan dalam peraturan perundang-undangan terkait. 

3.3 Analisis Data 

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat 

deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan 

menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa 

peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk 

kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan 

penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui proses 

penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun 

teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 
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kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi krisis keamanan. Hasil analisis 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan 

umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi 

fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan 

argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademik.   
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN   

 

A. Kualifikasi Love Scamming sebagai Tindak Pidana Penipuan 

 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda. Strafbaar feit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat 

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya 

tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum 

(Sri Mamudji 2005). 

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut starfbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, 

baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti, straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar 

diartikan sebagai dapat dan boleh, feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang 

dapat dipidana (Teguh Prasetyo 2016) . Jonkers merumuskan bahwa strafbaar feit sebagai 

peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum 

(wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh 

orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Amir Ilyas 2012). 

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai 

ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan 

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai 

suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu Pertama, adanya 

kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian 

tersebut (Moeljatno 2008). 

Dalam Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan 

atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara 

melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu 

muslihat untuk menggerakan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum 

dengan hukuman penjara empat tahun. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan 

mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud 

untuk menyesatkan dan/ atau memeperoleh keuntungan darinya.  
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 B. Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Korban Love 

Scamming  

 

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati dan 

mempertahankan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Melalui hukum, setiap individu memiliki 

jaminan atas hak dan kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, tujuan 

utama dari hukum dapat terwujud, yakni terciptanya ketertiban, keamanan, ketentraman, 

kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, serta keadilan. Penegakan hukum juga berperan sebagai 

pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di tengah kehidupan bermasyarakat. 

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, 

Philipus menyebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus M. Hadjon, 2008).  

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan) merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak kejahatan melalui berbagai langkah 

antisipatif. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah menghindari terjadinya 

kejahatan sejak dini dengan memberikan edukasi, penyebaran informasi, serta penerapan 

sanksi yang bersifat mendidik agar masyarakat terhindar dari tindakan melanggar hukum. 

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman 

sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. 

2. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan setelah 

terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan. Jenis perlindungan ini berfokus pada 

penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan tujuan utama untuk 

menegakkan keadilan melalui proses peradilan, menghukum pelaku sesuai dengan 

perbuatannya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum. Prinsip perlindungan 

hukum represif terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, penghormatan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting karena 

menjadi salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan negara hukum itu sendiri. 

Tidak adanya definisi yang baku tentang Peraturan Undang-Undang terhadap kejahatan 

love scam maka perlindungan hukumnya menggunakan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana 

(KUHP) khususnya pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang– Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (1). Tidak 

adanya perundang– undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana love scamming, ini 



19  

menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana love scam khususnya di Indonesia. Data 

korban love scam dari tahun ke tahun terus meningkat pesat dan hanya sedikit dari korban yang 

mau melaporkan. 

Maka dari itu, perlindungan para saksi dan/atau korban yang sangat penting 

keberadaannya dalam proses peradilan pidana sangatlah diperlukan. Selain itu, permasalahan 

yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah orang yang dihadirkan dalam 

persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam sistem hukum pidana berlaku prinsip 

unus testis nullus testisyang berarti bahwa satu orang saksi tidak bisa disebut saksi, maka 

diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain agar hakim dapat memberikan putusan yang 

kuat dan sah demi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama dewan perkawilan 

rakyat mengesahkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban yang telah diubah dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 (Eko Riyadi 2017).  

Selain perlindungan secara hukum, perlindungan secara psikologis juga perlu. 

Pendampingan psikologis dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana penipuan 

ini. Rata-rata para korban merasa malu untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami. Korban 

merasa malu atau merasa terjebak oleh pelaku. Dengan bantuan psikolog, diharapkan korban 

akan merasa aman dan tidak merasa tertekan lagi akibat dampak dari kejadian ini. Perlindungan 

secara psikologis juga dapt mencerminkan prinsip keadilan substantif, dimana hukum tidak 

hanya menghukum pelaku tetapi juga mmeperbaiki kondisi korban.   
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BAB V 

 PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Love scamming membutuhkan perlindungan hukum yang jelas karena 

belum ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana ini. Saat ini, 

penanganannya masih mengacu pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 

ayat (1) UU ITE. Korban love scam perlu mendapatkan perlindungan 

menyeluruh sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban, baik berupa 

keamanan, bantuan hukum, maupun kerahasiaan identitas. Selain itu, 

korban juga memerlukan pendampingan psikologis karena banyak dari 

mereka mengalami tekanan emosional dan rasa malu. Jadi, 

perlindungan hukum dan psikologis sangat penting untuk memastikan 

korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. 

5.2 Saran 

 Untuk mengatasi maraknya love scamming, diperlukan pembentukan 

regulasi khusus yang secara tegas mengatur dan memberikan landasan 

hukum yang lebih jelas bagi penegakan pidana. Pemerintah dan aparat 

penegak hukum juga perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai modus dan pencegahan love scam. Selain 

itu, perlindungan terhadap korban harus diperkuat melalui peran aktif 

LPSK, terutama dalam aspek keamanan, bantuan hukum, dan 

kerahasiaan identitas. Platform digital atau aplikasi dating juga perlu 

dilibatkan dalam upaya pencegahan dengan menyediakan fitur 

keamanan yang lebih baik dan mekanisme pelaporan yang cepat. Di sisi 

lain, pendampingan psikologis wajib diberikan agar korban dapat pulih 

secara emosional dan termotivasi untuk melaporkan kasus tanpa rasa 

takut atau malu. 
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